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A. LATAR BELAKANG

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-XIV/2016, Isu
kriminalisasi terhadap perilaku LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transexual) dalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia masih saja menuai perbedaan pendapat.
Beberapa pihak menganggap bahwa putusan tersebut merupakan kemenangan kaum
LGBT, karena MK menolak untuk melakukan perluasan makna perzinahan, perbuatan
cabul dan perkosaan yang diatur dalam Pasal 284 (perzinahan), Pasal 285 (perkosaan)
dan Pasal 292 (perbuatan cabul) KUHP sebagaimana yang dimohonkan oleh para
pemohon pengujian konstitusionalitas ketentuan dimaksud. Namun tidak sedikit yang
berpandangan bahwa putusan MK tersebut bukan merupakan wujud affirmasi perilaku
LGBT, akan tetapi putusan tersebut menunjukkan bahwa MK pada prinsipnya tidak
memiliki kewenangan untuk membentuk norma baru atau bertindak selaku Positive
Legislator.

Terlepas dari berbagai silang pendapat tersebut, isu perilaku LGBT sampai
dengan saat ini masihsaja menjadi trending topic di tengah-tengah masyarakat. Dari hasil
pemetaan sekaligus pendataan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Sukabumi
sepanjang 2018 menyatakan bahwa masih terdapat ribuan gay atau lelaki seks lelaki
(LSL).Lebih lanjut di Padang, sebanyak 10 (sepuluh) wanita lesbian diamankan Satuan
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(laki-laki) dalam hubungan asmara mereka (suara.com). lebih lanjut di Bogor, sebagai
respon atas maraknya perilaku LGBT, sebanyak 46 organisasi masyarakat melakukan
aksi penolakan terhadap perilaku LGBT dan bahkan masyarakat mendesak pemerintah
setempat untuk segera menetapkan Peraturan Daerah anti perilaku LGBT.! Melihat
perilaku tersebut, masyarakatpun terbelah dalam menuyikapi perilaku LGBT tersebut.
Beberapa kelompok masyarakat menganggap bahwa perilaku LGBT selama dilakukan
atas dasar suka sama suka bukanlah merupakan perilaku yang bertentangan dengan
prinsip prinsip Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam konstitusi maupun berbagai
peraturan perundang-undangan. Namun sebagian besar masyarakat menganggap perilaku
LGBT merupakan perbuatan yang menyimpang dari amanat kosntitusi. Melihat berbagai
silang pendapat dan masih maraknya perilaku LGBT, menarik untuk mengurai kembali
bagaimana sebenarnya perilaku LGBT dan/atau perkawinan sejenis dari perspektif
konstitusi di Indonesia, dan bagaimana pula kaitannya antara perilaku LGBT dan/atau

perkawinan sejenis dikaitkan dengan putusan MK Nomor 46/PUU-XI1V/2016.

B. PEMBAHASAN
1. Delik Zina dalam perspektif Konstitusi
Dilihat dari segi filosofis, seluruh sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan
dari pandangan yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai filosofische grondslag dimana
Pancasila harus dilihat sebagai cita hukum yang merupakan bintang pemandu.? Menurut
Rudolf Stammler sebagaimana dikutip Wangsa dan Kristian,®bahwa cita hukum
(rechtsidee atau the idea of law) berperan sebagai bintang pemadu (leitstren). Layaknya

bintang dengan terangnya, cita hukum harus mampu mengarahkan hukum agar mampu
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mencapai cita-cita masyarakat.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Penempatan Pancasila sebagai
sumber dari segala sumber hukum Negara sejalan dengan yang dinyatakan Hans
Nawiasky, bahwa isi staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara) ialah norma
yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu
negara (Staatsverfassung), termasuk norma pengubahannya.

Hakikat hukum suatu Staats-fundamentalnorm ialah syarat bagi berlakunya suatu
konstitusi atau undang-undang dasar®. Dalam konteks Indonesia, maka Pancasila sebagai
norma fundamental negara menjadi dasar keberlakuan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun1945 (UUDNRI Tahun 1945).

Dalam pembukaan UUDNRI Tahun 1945 mengandung pesan moral, dimana
terdapat pengakuan dan peranan Tuhan Yang Maha Esa dalam meraih kemerdekaan
Indonesia. Lebih lanjut pada alinea keempat UUDNRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa,
“... disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesiaitu dalam suatu Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha
Esa, dan selanjutnya diderivasi kembali dalam Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi “Negara
berdasar atas Ketuhanan Y.M.E”.

Sebagai aturan dasar Negara atau higher law, maka UUDNRI Tahun 1945 jelas
menekankan moral Ketuhanan menjadi fondasi dari setiap pembentukan hukum di

Indonesia.® Cerminan moral dan nilai Ketuhanan dapat dilihat pada setiap
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pembentukan/penetapan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimana pada
bagian pembukaan setiap jenis peraturan perundang- undangan wajib mencantumkan
frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”(Sihombing,2016:3) . Hal ini
sejalan dengan amanah ketentuan butir 15 Lampiran 11 Undang- Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi: “Pada
pembukaan tiap jenis Peraturan Perundang-undangan sebelum nama jabatan

pembentuk Peraturan Perundang-undangan dicantumkan Frasa Dengan Rahmat

Tuhan yang Maha Esa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di

tengah marijin.

Lebih lanjut Maria Farida mengungkapkan bahwa aturan dasar Negara/aturan
pokok Negara ini merupakan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan
baik undang-undang (formell gesetz), maupun peraturan perundang undangan lain yang
lebih rendah. Lebih lajut Hamid Attamimi, sebagaimana dikutip Maria Farida’
menyatakan bahwa :

“isi penting bagi aturan dasar selain garis-garis besar atau pokok-pokok

kebijaksanaan Negara juga terutama aturan-aturan untuk memberlakukan dan

memberikan kekuatan mengikat kepada norma-norma hukum peraturan
perundang-undangan, atau dengan perkataan lain menggariskan tata cara

membentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat umum.”

Dengan demikian UUDNKRI Tahun 1945 dijadikan sebagai landasan moral dan
yuridis bagi setiap warga Negara dalam bertingkah laku termasuk dalam hal pelaksanaan
hak untuk membentuk keluarga dalam rangka melanjutkan keturunan yang diwujudkan

dalam norma peraturan perundang- undangan. Apabila ditelisik melalui pendekatan
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empirik terkait dengan perumusan substansi norma dalam UUDNRI Tahun 1945

khususnya mengenai hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan didapati bahwa :2
“Masyarakat Indonesia yang berkembang sejak masih sangat sederhana sampai
modern, pada prinsipnya merupakan masyarakat kekeluargaan. Masyarakat
kekeluargaan telah mengenal pranata sosial yang menyangkut hak dan kewajiban
masyarakat yang terdiri atas pranata religius yang mengakui bahwa manusia
adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan segala hak dan kewajibannya;
pranata keluarga sebagai wadah manusia hidup bersama untuk mengembangkan

keturunan dalam menjaga kelangsungan keberadaannya;...”

Hal tersebut diatas pula yang mendasari kelahiran ketentuan Pasal 28 B ayat (1)
UUDNRI tahun 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Ketentuan Pasal 28 B ayat (1)
tersebut mengandung makna bahwa perkawinan yang sah merupakan prasyarat untuk
adanya hak untuk membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan tanpa terikat dalam
perkawinan yang sah.’Lebih lanjut ketentuan Pasal 28 J ayat
(2) UUDNRI Tahun 1945 menyatakan :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada

pembatasan yangditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat

demokratis”.
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Konstruksi perkawinan yang terdapat dalam UUDNKRI Tahun 1945 bertujuan
untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan yang tunduk terhadap
pembatasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam berbagai
peraturan Perundang-undangan di bidang Perkawinan terdapat batasan yang sangat jelas
bahwa hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan.'® Sehingga perilaku
LGBT atau pelampiasan hasrat seksual melalui perkawinan sesama jenis tidak
mendapatkan ruang dalam konstitusi Kita. Selain itu perkawinan antar sesama jenis tidak
mampu melanjutkan keturunan, perilaku perkawinan sejenis ini dapat mendekontruksi
pemaknaaan- pemaknaan lembaga perkawinan sebagai suatu tempat legal untuk
memuaskan hasrat seksualitasnya tanpamemandang keluarga sebagai terbentuknya basis
moral hukum.!! Bentuk-bentuk perkawinan juga sudah sepatutnya sesuai dengan norma
yang bersumber dari nilai yang terdapat dalam konstitusi sehingga tercipta ketertiban di

masyarakat.?

2. Delik Zina pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-X1V/2016

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa permasalahan perilaku LGBT di
Indonesia banyak menimbulkan pertentangan pendapat, antara pihak pro dan kontra.
Mereka yang pro terhadap LGBT menyatakan, bahwa negara dan masyarakat harus
mengkampanyekan prinsip non-diskriminasi antara lelaki, perempuan, transgender,
pecinta lawan jenis (heteroseksual), maupun pecinta sesama jenis (homoseksual).
Pendukung LGBT menggunakan pemenuhan hak asasi manusia sebagai dasar tuntutan
mereka dengan menyatakan bahwa orientasi seksual adalah hak asasi manusia bagi

mereka. Sebaliknya, pihak-pihak yang kontra terhadap LGBT, menilai bahwa LGBT
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sebagai bentuk penyimpangan dan tidak masuk dalam konsep hak asasi manusia.®

Pro dan kontra terkait dengan perilaku LGBT menjadi lebih meluas, setelah
adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XI1V/2016 mengenai Pengujian
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang- Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang
Menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum
Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pihak yang pro terhadap LGBT
menafsirkan bahwa Putusan tersebut cenderung melegalkan LGBT, sedangkan pihak lain
menafsirkan bahwa Putusan tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak
memiliki wewenang untuk membuat tindak pidana baru.'*

Secara resmi melalui Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono
menyampaikan bahwa 5 (lima) hakim berpendapat bahwa substansi permohonan
dimaksud sudah menyangkut perumusan delik atau tindak pidana baru yang mengubah
secara mendasar baik subjek yang dapat dipidana, perbuatan yang dapat dipidana, sifat
melawan hukum perbuatan tersebut, maupun sanksi/ancaman pidananya.® Adapun
substansi permohonan sebagaimana termuat dalam petitum pemohon pada initnya adalah
meminta mahkamah untuk memperluas cakupan atau ruang lingkup dan mengubah jenis-
jenis perbuatan yang dapat dipidana dalam pasal-pasal KUHP yang yang dimohonkan
pengujian karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, sementara
jika menunggu proses legislasi yangsedang berlangsung saat ini tidak dapat dipastikan
kapan akan berakhir. Dengan kata lain, pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi
untuk melakukan kebijakan pidana (criminal policy) dalam pengertian merumuskan

perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan perbuatan yang dipidana menjadi
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perbuatan pidana (delict), yaitu (lihat Putusan MK No.46/PUU-XI1V/2016):
a. Zina, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP, akan menjadi mencakup
seluruh perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat

dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

b. Pemerkosaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, akan menjadi
mencakup semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh baik yang
dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan maupun yang dilakukan oleh
perempuan terhadap laki-laki;

c. Perbuatan cabul, sebagaimana diatur dalam Pasal 292 KUHP, akan menjadi
mencakup setiap perbuatan cabul oleh setiap orang dengan orang yang berjenis

kelamin yang sama, bukan hanya terhadap anak dibawah umur.

Berdasarkan petitum yang diajukan pemohon, Mahkamah dalam
pertimbangannya menguraikan bahwa:

“....berkenaan dengan kebijakan pidana atau politik hukum pidana, hal itu adalah
sepenuhnya berada dalam wilayah kewenangan pembentuk undang-undang.
berbeda dengan bidang hukum lainnya. Hukum pidana dengan sanksinya yang
keras yang dapat mencakup perampasan kemerdekaan seseorang, bahkan nyawa
seseorang, maka legitimasi Negara untuk merumuskan perbuatan yang dilarang
dan diancam pidana serta jenis sanksi yang diancamkan terhadap perbuatan itu
dikontruksikan harus datang dari persetujuan rakyat, yang dalam hal ini mewujud
pada organ Negara pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat

bersama Presiden yang keduanya dipilih langsung oleh rakyat)...”

Pendapat 5 (lima) orang hakim tersebut dilihat oleh masyarakat umum dari



perdebatan zina danLGBT merupakan sebuah ironi. Sehingga masyarakat umum menilai
bahwa Mahkamah Konstitusi mendukung zina dan LGBT. Bahkan secara ekstrem
mereka menyatakan bahwa 5 (lima) orang hakim yang menolak perkara tersebut pro zina
dan LGBT.

Padahal dalam putusan tersebut secara eksplisit Mahkamah Konstitusi
menegaskan tidak menolak gagasan pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, namun Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal itu sepenuhnya
merupakan open legal policy pembentukan undang- undang. Terkait dengan hal tersebut,
4 (orang) hakim dissenter menyatakan bahwa pada hakikatnya Mahkamah Konstitusi
tidak memperluas ruang lingkup zina dan perilaku LGBT, melainkan sekedar
mengembalikan apa yang telah dipersempit oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda
melalui Wetboekvan Strafrecht selama ratusan tahun.*’

Akan tetapi, pendapat dari 5 (lima) orang hakim konstitusi yang menolak
perumusan delik atau tindak pidana baru karena dianggap mengambil kewenangan
legislatif dalam membentuk undang-undang sebagai positive legislature seyogianya
sudah tidak berdasar. Karena sebelum perkara ini diputuskan sudah ada putusan-putusan
Mahkamah Konstitusi yang memberikan norma baru, seperti dekriminalisasi pasal
penghinaan Presiden, mengubah kualifikasi delik penghinaan kepada pejabat dari delik
biasa menjadi delik aduan, soal makna permufakatan jahat, konstitusionalitas sifat
melawan hukum dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan sebagainya.8

Pergeseran peran Mahkamah Konstitusi dari negative legislature menjadi
positive legislature dikarenakan praktik dan kebutuhan lapangan menghendaki demikian.

Di mana menurut Ronald Dworkin, Mahkamah Konstitusi telah menerapkan judicial
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discreation. Dengan judicial discreation, positive legislature bukan kemudian berarti
Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan legislator sebagaimana lembaga legislatif
membuat undang-undang. Mahkamah Konstitusi tetaplah lembaga peradilan dengan
kewenangan mengadili, dan memutus perkara. Untuk itu, karena judicial discreation itu
pula, Mahkamah Konstitusi itu menemukan hukum, bukan membuat hukum.®

Hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan oleh mantan Hakim Mahkamah
Konstitusi, Laica Marzuki, bahwa “biarkan Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang
bersifat mengatur, sebagai inovasi atau pembaharuan sesuai dengan rasa keadilan yang
ada dalam masyarakat. Inilah yang disebut “judicial activism .2

Selain itu, dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi tidak
boleh hanya bersandarkan pada semangat legalitas formal peraturan-peraturan tertulis,
melainkan harus mampu menggali dan menghadirkan nilai keadilan substantif bagi
masyarakat pencari keadilan. Semangat menegakkan nilai-nilai keadilan substantial
tersebut dijawab Mahkamah Konstitusi dengan putusan-putusan yang tidak terpasung
oleh keterbatasan rumusan normatif undang-undang.?* Sejalan dengan hal tersebut,
Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa perlu ada keberanian melakukan rule breaking
dan keluar dari rutinitas penerapan hukum, out of the box lawyering. Penegakan hukum
tidak berhenti pada menjalankan hukum secara apa adanya, melainkan menjadi tindakan
yang kreatif.?2

Pendapat 4 (empat) orang hakim dissenter yang menyatakan bahwa Negara
Indonesia merupakan “Negara Hukum yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
yang senantiasa menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya, serta mengakui dan
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menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI
yang diatur dalam Undang-Undang. Konsepsi ini menegaskan bahwa peraturan
perundang-undangan di Indonesia harus senantiasa sejalan dan sama sekali tidak boleh
bertentangan dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai agama serta living law
yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Sehingga perilaku
LGBT tentunya bertentangan dengan nilai agama dan living law yang ada dalam
masyarakat Indonesia.

Terkait dengan alasan hak asasi manusia yang diajukan sebagai alasan untuk
menerima perilaku LGBT juga tentunya tidak relevan diajukan di Indonesia. Karena
dalam pelaksanaannya, hak asasi manusia berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa dalam menjalankan hak dan
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan
undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum
dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Bahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007,
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa berdasarkan original intent dan penafsiran
sistematis hak asasi manusia yang diatur mulai dari Pasal 28A sampai dengan 28I
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tunduk terhadap
pembatasan yang diatur dalam Pasal 28] ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk hak asasi manusia yang tidak bertentangan
dengan nilai-nilai agama saja masih bisa dibatasi pelaksanaannya apalagi yang

bertentangan dengan nilai-nilai agama tentunya tidak diakui sebagai hak asasi manusia.



Pada prinsipnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
X1V/2016, bukan sebagai dasar dalam melegalkan perilaku LGBT dan/atau perkawinan
sejenis di Indonesia. Putusan ini hanya menyatakan bahwa kewenangan untuk
memberikan norma baru sesuai dengan pendapat mayoritas hakim Mahkamah Konstitusi
adalah open legal policy dari pembentuk undang-undang. Diakui atau tidaknya perilaku
LGBT dan/atau perkawinan sejenis di Indonesia sudah menjadi tanggung jawab dan
kewenangan dari pembentuk undang-undang dalam hal ini Presiden dan Dewan

Perwakilan Rakyat.

C. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa :

1. Konstruksi perkawinan yang terdapat dalam UUDNRI Tahun 1945 bertujuan untuk
membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan yang tunduk terhadap
pembatasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perilaku
LGBT dan/atau perkawinan sejenis tidak mendapatkan ruang dalam konstitusi atau
UUDNRI Tahun 1945, Meskipun, UUDNRI Tahun 1945 tidak memberikan ruang
terhadap perilaku LGBT dan/atau perkawinan sejenis bukan berarti mengabaikan
hak-hak asasi kaum LGBT sebagai warga negara yang diakui dalam konstitusi
maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Pada prinsipnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, bukan
sebagai dasar dalam melegalkan perilaku LGBT dan/atau perkawinan sejenis di
Indonesia. Putusan ini hanya menyatakan bahwa kewenangan untuk memberikan
norma baru sesuai dengan pendapat mayoritas hakim Mahkamah Konstitusi adalah
open legal policy dari pembentuk undang-undang. Diakui atau tidaknya perilaku
LGBT dan/atau perkawinan sejenis di Indonesia sudah menjadi tanggung jawab dan

kewenangan dari pembentuk undang-undang dalam hal ini Presiden dan Dewan



Perwakilan Rakyat. Dengan demikian perlu didorong agar pembentuk undang-
undang segera melakukan percepatan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, untuk
menghindari kekosongan hukum terkait dengan perilaku LGBT dan/atau perkawinan

sejenis.
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